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Abstrak

Administrasi  kependudukan memiliki peranan penting dalam menjamin
perlindungan hak-hak sipil warga negara dan kepastian hukum melalui penerbitan
dokumen kependudukan oleh Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil). Dalam praktiknya, masih sering terjadi kesalahan penerbitan dokumen
kependudukan yang disebabkan oleh kesalahan pengetikan data identitas, serta
kelalaian dalam proses verifikasi berkas. Kesalahan tersebut dapat menimbulkan
kerugian bagi masyarakat dan berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak
administratif. Studi berikut tujuannya guna menganalisis tanggung jawab hukum
Dispendukcapil atas kesalahan penerbitan dokumen kependudukan serta mekanisme
penyelesaian yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang dirugikan. Studi berikut
memakai jenis studi yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-
undangan dan pendekatan empiris. Hasil studi memaparkan bahwasanya tanggung
jawab hukum Dispendukcapil pada prinsipnya bersifat administratif, yang
diwujudkan melalui kewajiban melakukan pembetulan dan perbaikan dokumen
kependudukan tanpa dipungut biaya, penerapan pengawasan internal. Adapun
mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh masyarakat meliputi pengajuan
permohonan pembetulan dokumen kependudukan, pencatatan pembetulan akta
pencatatan sipil.

Kata kunci: administrasi kependudukan, tanggung jawab hukum, Dispendukcapil,
kesalahan dokumen kependudukan.

Abstract

Population administration plays a crucial role in ensuring legal certainty and
protecting citizens' civil rights through the issuance of population documents by the
Population and Civil Registration Service (Dispendukcapil). In practice, errors in
the issuance of population documents frequently occur due to typographical errors
in identity data and negligence in the file verification process. These errors can
harm the public and hinder the fulfillment of administrative rights. This study aims
to analyze the legal responsibility of Dispendukcapil for errors in the issuance of
population documents and the resolution mechanisms available to affected
individuals. This study employed an empirical juridical approach, incorporating
both statutory and empirical approaches. The results indicate that the Civil
Registration Office (Dispendukcapil)'s legal responsibility is primarily
administrative, manifested through the obligation to correct and revise population
documents free of charge and the implementation of internal oversight. The public
can pursue resolution mechanisms including submitting requests for corrections to
population documents and registering corrections to civil registration certificates.
Keywords: population administration, legal responsibility, Dispendukcapil,
population document error.



1. PENDAHULUAN

Pada suatu pemerintahan yang baik, pengelolaan administrasi penduduk mempunyai fungsi
yang sangat krusial guna memastikan hak-hak dan identitas setiap individu. Dukcapil (Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil), memiliki tanggung jawab dalam mengelola informasi
penduduk serta mengeluarkan dokumen identitas, sebagaimana akta kelahiran, Kartu Tanda
Penduduk, dan akta kematian." Dokumen-dokumen ini bukan hanya sekadar formalitas,
tetapi merupakan pengakuan hukum yang menyangkut hak-hak individu dalam berbagai
aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.2

Pelaksanaannya tidak jarang terjadi kesalahan dalam penerbitan dokumen
kependudukan. Kesalahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti human error,
kekurangan dalam sistem informasi, atau kurangnya pelatihan pegawai.3 Beberapa kasus
kesalahan penerbitan dokumen telah menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat,
mengakibatkan hilangnya hak-hak hukum dan kesulitan dalam mengakses layanan publik
yang seharusnya mereka terima. Sehingga, penting guna memahami tanggung jawab hukum
yang dimiliki oleh Dinas Dukcapil.

Tanggung jawab hukum Dinas Dukcapil tidak hanya mencakup kewajiban untuk
menerbitkan dokumen yang akurat, namun juga guna mempertanggungjawabkan kesalahan
yang terjadi.’ Bersumber UU No.24/2013 perihal Administrasi Kependudukan, instansi
pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel.” Hal
ini menjadi semakin penting mengingat dokumen kependudukan mempengaruhi kehidupan
sehari-hari masyarakat, dan kesalahan yang terjadi dapat berakibat serius bagi individu dan
keluarga.

Pelaksanaan administrasi dan tata cara input data di Dispendukcapil ditetapkan
melalui  berbagai kebijakan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum

penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia. UU No.23/2006 perihal

M. A M Tuju, M. Kimbal, dan M. Mantiri, “Kualitas Pelayanan Administrasi
Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan (Suatu
Studi Tentang Pelayanan Akta Kelahiran),” Jurnal Eksekutif 2, no. 2 (2017).

> R. Hidayat, R. E. Mayasari, I. Rahman, dan B. Basrawi, “Peningkatan Pemahaman
Masyarakat Terkait Urgensi Administrasi Kependudukan dalam Perlindungan Hak Warga
Desa di Kecamatan Watubangga,” Jurnal Abdimas Indonesia 5, no. 3 (2025): 1456—1463.
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Review, Universitas Diponegoro, 2025.

° Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan



Administrasi Kependudukan merupakan landasan utama yang mengatur seluruh rangkaian
kegiatan administrasi kependudukan, termasuk pengelolaan dan pemutakhiran data
penduduk. Ketentuan ini lalu disempurnakan melalui UU No.24/2013, yang memperkuat
sistem pencatatan elektronik dan menegaskan tanggung jawab Dispendukcapil dalam
menjaga akurasi data. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
memberikan penjabaran teknis mengenai pelaksanaan administrasi kependudukan, termasuk
prosedur input, validasi, dan verifikasi data agar sesuai dengan standar nasional. Selain itu,
Perpres No.96/2018 mengatur secara rinci tata cara dan persyaratan pendaftaran penduduk
serta pencatatan sipil, sedangkan Permendagri No.7/2019 menjadi pedoman operasional
dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara online. Keseluruhan
regulasi tersebut tujuannya guna membentuk sistem administrasi kependudukan yang akurat,
tertib, transparan, dan berbasis teknologi informasi sehingga meminimalkan terjadinya
kesalahan input data.

Mekanisme penyelesaian kesalahan penerbitan dokumen kependudukan juga perlu
diperhatikan. Dalam konteks administrasi publik, mekanisme ini harus mampu memberikan
solusi yang cepat dan efektif untuk mengatasi masalah yang timbul akibat kesalahan.®
Bahwa mekanisme penyelesaian yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap instansi pemerintah.” Analisis terhadap mekanisme yang ada akan membantu untuk
memahami bagaimana Dinas Dukcapil merespons keluhan masyarakat dan menjalankan
tanggung jawab hukumnya.

Studi berikut tujuannya guna mengkaji secara mendalam perihal tanggung jawab
hukum dan mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh Dinas Dispendukcapil dalam
menghadapi kasus kesalahan penerbitan dokumen kependudukan. Dengan memahami aspek-
aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan pelayanan dan
membentuk kepercayaan publik pada instansi pemerintah. Melalui kajian berikut,
harapannya juga akan muncul rekomendasi yang berguna bagi perbaikan sistem administrasi

kependudukan di masa mendatang.

°A. 0. Haryanto, “Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik dalam Penerbitan Akta Kelahiran dan
Kartu Keluarga di Kota Bandung,” Imperium: Jurnal Kajian Pemerintahan dan Kebijakan
Publik 1, no. 1 (2024): 13-21.

"R. Kusumaningsih, “Penguatan Kapasitas PTUN dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan
Melalui Electronic Government (E-Government) sebagai Perwujudan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik,” Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 3, no. 3 (2025): 385-398.



2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang
mengkaji norma hukum yang berlaku serta implementasinya dalam praktik penyelenggaraan
pelayanan administrasi kependudukan. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan empiris, dengan menelaah
ketentuan hukum yang mengatur administrasi kependudukan serta mengamati
pelaksanaannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali. Data yang
digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data
dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan
menjelaskan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh
mengenai tanggung jawab hukum serta mekanisme penyelesaian kesalahan dalam penerbitan

dokumen kependudukan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas

Kesalahan Penerbitan Dokumen Kependudukan

Kesalahan Kesalahan pengetikan nama juga sering ditemui pada permohonan ganti
nama atau perbaikan akta kelahiran, apabila terdapat kesalahan pengetikan nama pada akta
kelahiran, maka terdapat perbedaan antara nama di dalam akta kelahiran dengan dokumen-
dokumen penting lainnya seperti ijazah, KTP, KK, Passpor dan sebagainya. Kesalahan
tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam administrasi kependudukan bagi Pemohon
maupun Anak Pemohon di masa mendatang. Oleh karena itu, perubahan nama dilakukan
guna menyeragamkan nama yang tercantum dalam akta kelahiran dengan nama yang terdapat

pada dokumen-dokumen penting lainnya.8

Permasalahan dalam penyelesaian administrasi kependudukan pada masyarakat dapat
dipicu oleh ketidakakuratan pencatatan data dalam basis data kependudukan. Keberhasilan
kinerja instansi justru berpotensi terhambat apabila Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) digunakan secara kurang optimal, karena kondisi tersebut

® Matondang, M. R., & Sintara, D. (2023). TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN NAMA
SESEORANG PADA AKTA KELAHIRAN DALAM HUKUM PERDATA. NERACA
KEADILAN, 2(2), Hal 192.



meningkatkan risiko terjadinya kekeliruan penginputan data yang berdampak pada validitas

administrasi kependudukan.9

Secara umum, Undang-Undang Adminduk menekankan bahwa pemerintah melalui
Dispendukcapil di daerah bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan
secara nasional dan mengelola data kependudukan secara akurat. Jika terjadi kesalahan input
data yang murni karena kelalaian (bukan unsur kesengajaan atau manipulasi), mekanismenya
bisa diselesaikan melalui perbaikan data prosedural oleh Dispendukcapil. Namun, jika
kesalahan tersebut disengaja, mengandung unsur pemalsuan, atau manipulasi data, maka

dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal-pasal diatas tersebut.
Bentuk tanggung jawab dapat berupa

a. Kewajiban melakukan perbaikan atas kesalahan
Ketentuan Pasal 64 ayat (8) menetapkan bahwa apabila terjadi perubahan elemen data,
kerusakan, atau kehilangan KTP-el, maka penduduk yang bersangkutan diwajibkan
melaporkan hal tersebut kepada instansi pelaksana guna dilakukan penyesuaian atau
penggantian.

b. Pemberian pelayanan ulang tanpa biaya
Pengenaan biaya dalam proses penerbitan dokumen administrasi kependudukan tidak
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai layanan
administrasi kependudukan yang diberikan tanpa pungutan ditegaskan dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006, khususnya Pasal 78A, yang menyatakan bahwa seluruh pengurusan dan
penerbitan dokumen kependudukan dilaksanakan secara gratis.

c. Tindakan administratif terhadap petugas yang lalai

Asas legalitas menjadi dasar utama dalam penentuan pertanggungjawaban jabatan
terhadap tindakan pemerintahan. Dalam konteks ini, asas keabsahan berfungsi sebagai
norma pemerintahan (bestuurnorm), yaitu seperangkat kaidah hukum, baik tertulis
maupun tidak tertulis, yang berlaku secara sah dan mengikat pelaksanaan kewenangan

jabatan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat

% Alif, M., Irwan, A., & Saharuddin, A. (2023). Pengaruh Pelatihan dan Pengalaman Kerja
Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Journal of
Applied Management and Business Research (JAMBiIR), 3(3).



untuk dan atas nama jabatannya, sepanjang berada dalam lingkup kewenangan formal
yang dimilikinya, menempatkan beban tanggung jawab pada jabatan yang

bersangkutan.

3.2 Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh masyarakat apabila dirugikan

akibat kesalahan penerbitan Dokumen Kependudukan oleh Dispendukcapil

Kewenangan untuk melakukan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilekatkan pada

instansi pelaksana yang berada sesuai dengan tempat kedudukan penduduk yang

bersangkutan. Pembetulan tersebut dapat dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil, maupun Perwakilan

Republik Indonesia. Baik adanya permohonan dari subjek akta maupun, ketiadaan

permohonan tidak menghalangi pelaksanaan pembetulan, sebagaimana pengaturan yang

ditegaskan dalam Pasal 59 PP No. 96 Tahun 2019.%

a).

b).

Persyaratan Permohonan pembetulan akta Pencatatan Sipil dapat diajukan apabila
ditemukan kekeliruan yang bersifat redaksional dalam penulisan. Kesalahan tersebut
menjadi dasar bagi subjek akta untuk mengajukan pembetulan dengan melampirkan
persyaratan pendukung. Persyaratan yang dimaksud meliputi dokumen autentik yang

digunakan sebagai dasar penerbitan akta Pencatatan Sipil, serta kutipan akta Pencatatan

Sipil yang di dalamnya tercantum kesalahan penulisan redaksional.**

Pembetulan Karena Kesalahan/Kekeliruan Penulisan Pada Akta Kependudukan

Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data pada akta pencatatan sipil, termasuk akta
kelahiran, koreksi administratif dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sepanjang
kesalahan tersebut berkaitan dengan elemen data tertentu, seperti tempat lahir, urutan
kelahiran anak, jenis kelamin, atau identitas orang tua. Kewenangan pembetulan tersebut
dilaksanakan berdasarkan asas contrarius actus, dengan terlebih dahulu menempatkan
pemohon sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebenaran data melalui
penyampaian surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Hasil pembetulan kemudian
dituangkan dalam bentuk pencatatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan
sipil.

Apabila kekeliruan yang terjadi bersifat redaksional dan tidak menimbulkan perubahan
makna substantif, mekanisme yang ditempuh berbeda, yaitu dengan penarikan kutipan

°Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019
1 pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil



akta yang keliru, penerbitan kembali kutipan akta yang telah disesuaikan, serta
pencantuman catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagai penanda adanya
pembetulan administratif.*?
€). Pembetulan data kependudukan

Pembetulan dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) akibat kesalahan penerbitan dokumen merupakan bentuk tanggung jawab
administratif instansi dalam rangka menjamin keakuratan data, kepastian hukum, dan
perlindungan hak-hak administrasi kependudukan masyarakat. Pembetulan tersebut
dilakukan apabila terdapat kesalahan data yang bersifat administratif, seperti kesalahan
penulisan nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, maupun data

lain yang tidak sesuai dengan dokumen sumber yang sah.™

Tabel 1
Mekanisme Pembetulan Pada Pencatatan Sipil

No Tahapan Uraian

Penduduk yang bersangkutan mengajukan permohonan
pembetulan kepada Disdukecapil, baik secara langsung
maupun melalm layanan danng, dengan melampirkan
dolumen kependudukan yang mengandung kesalahan dan
delumen pendulng sebagai dasar pembetulan.

Petugas Disdukcapil melzlukan pemeriksaan awal terhadap
2. Pemernksaan Awal kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi yang
diajukan oleh pemochon.

Petugas vang berwenang melakukan venifikasi dan validaz
‘erifilzasi dan Validasi | dengan mencocokkan data pada dokumen kependudukan,

Pengzjuan
Permchonan

3 Data dolumen sumber, serta data vang tercatat dalam Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Pembetulan Data Setelah datz dinyatakan benar dan sesuai, Disdu]{capﬂ
4 alamn Sistem melakukan pembetulan data dalam sistern administrasi
kependudulan.
] Penerbitan Kembali Disdukcapil menerblt’g@ kembali dnl-.m }:gpenduq_:lu.km_:t
3. Dokumen atau akta pencatatan sipil vang telah diperbaila sesual hasil

pembetulan.
Dokumen hasi] pembetulan disahkan melalm mekanizsme

vang berlaku, termasuk penggunaan Tanda Tangan
Elektromik (TTE)} oleh pejabat vang berwenang untuk
menjamin keabsahan dan kekuatan hukum dokumen.

6. Pengeszzhan Dokumen

12 Surat Dirjen Dukcapil No. 472/9670/Dukcapil tanggal 19 Desember 2019 kepada Kadis
Dukcapil Kab. Lebong.

¥ Benny Danang Kurniawan, Administrator Data Base Kependudukan, Wawancara Pribadi,
Boyolali, 23 Desember 2025, pukul 08:00 WIB.



4. PENUTUP

Tanggung jawab hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) atas
kesalahan dalam menerbitkan dokumen kependudukan didasarkan pada asas
pertanggungjawaban jabatan. Setiap kesalahan yang timbul dalam penerbitan dokumen
kependudukan, baik berupa kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir, maupun
elemen data penting lainnya, merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan administratif
yang melekat pada jabatan Disdukcapil. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas
kesalahan tersebut secara prinsip dibebankan kepada institusi Disdukcapil sebagai
penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan. Bentuk tanggung jawab tersebut
diwujudkan melalui kewajiban melakukan pembetulan atau perubahan data sebagaimana
ketetapan peraturan perundang-undangan, guna menjamin kepastian hukum dan
perlindungan hak-hak administratif masyarakat.

Mekanisme pembetulan dan upaya pencegahan kesalahan penerbitan dokumen
kependudukan dilakukan melalui prosedur administratif yang berjenjang, terstruktur, dan
berbasis regulasi. Pembetulan dokumen kependudukan dilakukan dengan membedakan
antara kesalahan yang bersifat administratif ringan dan kesalahan yang bersifat substansial.
Kesalahan administratif ringan dapat diselesaikan langsung oleh Disdukcapil dalam waktu
relatif singkat, sedangkan kesalahan yang menyangkut perubahan elemen data penting,
seperti perubahan nama, memerlukan dasar hukum berupa penetapan pengadilan. Selain itu,
upaya pencegahan kesalahan dilakukan melalui penerapan verifikasi berlapis, penguatan
kapasitas aparatur, pemanfaatan sistem pelayanan berbasis digital guna meminimalkan

terulangnya kesalahan penerbitan dokumen kependudukan.
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